BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAFPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1} Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan
rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Muara Enim Tahun
Anggaran 2017;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Kabupaten/Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



s

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Desa ( Leml Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambah Lemb g2
Republik Indonesia Nomor 5539 ), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S717);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 ( Lemb Negara Republik Ind ia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Leml Neg; Republik
Indonesia Nomor 5864);

. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian

Anggaran Pendag dan jja Negara Tahun
Anggaran 2017 ([Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 253);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016
tentang Tata Cara  Pengalokasian, Penyal "
Penggunaan, P 1an dan Evaluasi Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendafp 1 dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2016 Nomor 4);




Menetapkan
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MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN

DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2017.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Muara Enim ini yang dimaksud
dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.

2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat
berdasarkan prak kat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem  pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

hi

.ISHM-' 1. dan

L B/ F

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disingkat APBDesa, adalah k h
Pemerintahan Desa.
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7. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD
adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah
Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan
digunakan untuk membayar scluruh pengeluaran desa
pada Bank yang ditetapkan.

BAB I
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2
Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten
Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan
berkeadilan berdasarkan :
a, Alokasi Dasar ; dan
b. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan
Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan
Indeks Kesulitan Geografis Desa.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per
kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan
dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016
tentang Rincian Anggaran Pendag dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf
b, dihitung berdasarkan data Jumlah Penduduk, Angka
Kemiskinan, Luas Wilayah dan Indeks Kesulitan Geografi

yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang statistik.
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Pasal 5
Penghitungan Alokasi Formula sctiap Desa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan
formula sebagai berikut:

W = [(0,25 x Z1) + (0,35 x 22) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)] x
(DD kab - AD kab).

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,
dan tingkat kesulitan geografis Desa di Kabupaten.

Z1= Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk desa dalam Kabupaten.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap
total penduduk miskin Desa di kabupaten.

23 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah
desa dalam Kabupaten.

24 = Rasio IKG Kabupaten terhadap total IKG Kabupaten
yang memiliki Desa

DDkab = Pagu Dana Desa Kabupaten.
ADkab = Besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa
dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.

Pasal 6
Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b, disusun dan ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan data dari ian yang ber g
dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penctapan Rincian Dana Desa untuk setiap desa di
Kabupaten Tahun Anggaran 2017, sebagaimana
ter am dalam Lampi yang merupakan bagian yang




-
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB I
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8
(1) Penyaluran Dana Desa Tahap | dilakukan melalui
pemindahbuk dari Rekening Kas Umum Daerah ke

Rekening Kas Umum Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening
Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah
dipenubhi.

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :

a. Tahap | pada bulan Maret sebesar 60 % (enam puluh
perseratus); dan

b. Tahap 1l pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat
puluh perseratus).

(4) Penyaluran Dana Desa Tahap [ dilakukan setelah Kepala
Desa menyampaikan :
a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati;
dan

b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya, kepada Bupati paling lambat
minggu kedua bulan februari.

(5) Penyaluran Dana Desa Tahap Il dilakukan dilakukan
setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Desa Tahap | yang menunjukkan
paling kurang Dana Desa tahap | telah digunakan
sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Bupati
paling lambat minggu kedua bulan Juli.
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BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

(1} Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan

dan pemberday yarakat yang meliputi pengentasan

syarak miskin, pening} pel k I
pembang pelayanan dasar pendidikan dan
infrastruktur desa serta pertanian.

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
mendapat persetujuan Bupati.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa
mengenai APBDesa.

Pasal 10

(1} Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana
Desa.

(2} Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampi atas
penggunaan Dana Desa.
(3) Pendamping bagai dimaksud pada ayat (2}

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah,

BABV
PELAPORAN DANA DESA
Pasal 11
(1) Kepala Desa d dikoordinasil oleh Camat
Dana Desa Tahap 1, Lap Realisasi Pengg Dana

Desa Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
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Desa Tahunan kepada Bupati.

(2) Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan :

a. Tahap 1 paling lambat minggu pat bulan Juli
tahun anggaran berjalan;

b. Tahap Il paling lambat minggu ketiga bulan
Desember tahun anggaran berjalan; dan

¢. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan
paling lamt minggu k pat bulan Februari
tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
SANKSI

Pasal 12
(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana
dimaksud dalam pasal 11 ayat (1);
b. Terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa Tahun
Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tign puluh
persen); dan atau

c. Terdap lan dari Ap Pengawas Fungsional
daerah.

(2) Penundaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa
Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa
di RKD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan
disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap |
tidak dilakukan.



(4) Penundaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di
RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan
penggunaannya, schingga Sisa Dana Desa di RKD
menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

(5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan
Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya
masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen),
Penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan
Penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 13

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda
dalam hal :

a. Dol bagai dimaksud dalam pasal 12
ayat (1) huruf a telah diterima; dan

b. Terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional
Daerah.

(2) Dalam hal penundaan Penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1)
berlangsung sampai dengan bulan Nopember tahun
anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan
lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD,

(3)Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
selambat-lambatnya akhir bulan Nopember tahun
anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam
rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
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BAB. V1l
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap  orang g W ir
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara
Enim.

Diteta| di Muara Enim
pada thnggal 30 Desemper 2016

ﬁ BUPATI MUARA ENIIF,/

e
f MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 30 Defembar 2016

8! 'ARIS DAERAH,

HA DIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 206 NOMOR 37



Lampiran Peraturan Bupati Muara Enim
Nomor : 31 Tahun 2016
Tanggal : 30 DeSember 2016

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

TAHLUIN ANGGARAN 2017
= BESARAN DANA DESA ( DD )
720.442.000 75,609 796.051.000
720.442.000 588764 779.318.000
720,442.000 528 773.307.000
720.442.000 35.974. 756.416.000
720.442.000 74333 794.775.000
720.442.000 31683, 752.125.000
720,442.000 40,346, 760.788.000
720.442.000 42.209 762.651.000
720.442.000 59478 779.920.000
720.442.000 68.418. 788.860.000
720.442.000 45081 765,523,000 |
720.442.000 57,304 777.746.000
720.442.000 47.847, 768.289.000
720.442.000 33703 754.235.000
720,442.000 7287 793.316.000
720.442.000 89.367. B09.809.000
720.442.000 57612 778.054.000
720.442.000 134,248, 854.690,000
720442000 8321, 809.763.000
720.442.000 66.237.4 785.679.000
720.442.000 9380, 789.822.000
720,442.000 5674 777.183.000
720.442.000 5929 779.740.000
720.442.000 75.015 795.457.000 |
T20.442.000 26.435.000] 746.877.000
720.442.000 38.876.000) 750.318.000

720,442.000 57852 778.294.000
720.442.000 108 887 829.329.000
720.442.000 54,198, 754.640.000
720.442.000 40.562. 761.004.000
720.442.000 52.B83 773.325.000
720.442.000 532 813,696,000 |
720.442.000 55.71 776.158.000
720.442.000 37.. 758.241.000
720.442.000 31487 751.929.000 |
720.442.000 35.256.000 755,698.000
7.204.420.000 577.894.000 7.782.314.000
720.442.000
720.442.000
720.442.000
720.442.000
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L] ENDAH

7 762.191.000
8 JMIDAR 761.529.000
9 [MILILIAN 776.952.000
10 |PEDATARAN 720.442.000 788.226.000
n LIMAU 720.442.000 772.812.000
12 A MULYA T20.442.000 T72.957.000
13 . 442.000

14 |SIGAM 442,000

15 |PAYABAKAL

16 |BITIS

17

18

19 |TALANG TALING

[ENDAH SELATAN
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|
94.513.000|

814.955.000
50.064. % 770.506.000
74.29; 794,733.000
9.7 790.157.000
88.797. 809.239.000
52352 772,794,000
429.772.000 4.752.424.000
53.5 774.026.000
60.574. 781.016.000
37.523 757.965.000
62.597. 783.439.000
umﬁ 789.639.000
68.137.000} 786.579.000
76.968.000] 797.410.000
428.980.000 | _5.472.074.000
765.372.000
793.173.000
767.398.000
754.969.000
792.828.000
785.494.000
811,527.000
782.783.000
6.283.544.000
110,631 831.078.000
TANJUNG 720.442.000 65.277. 785.719.000
NTA KASIH 720.442.000 94.83 815.273.000
LUBUK 720.442.000 119,823, 840.265.000
720.442.000 50453 770.895.000
NG 720.442.000 67.583 788.025.000
720.442.000 67.290, 787.732.000
[BELIMBING JAYA 720,442.000 45,234, 769,676.000
[DARMO KASIH 720.442.000 48.066 768.508.000
10 |DALAM 720,442.000 147.237 867.679.000
JUMLAH 7.204.420.000 8.024.850.000
| R
XDX., BELIDA DARAT
[TANIUNG BUNUT 720,442.000 759,835.000
2 |am7 720.442.000 758.043.000
3 SEMANTUNG 720.442.000 752.761.000
4 GETAM 720.442.000 756.508.000
TALANG BALAI 720.442.000 772.656.000
BELIUNG 720.442.000 755.690.000
[SIALINGAN 720.442.000 753,083.000
8 |TANIUNG TIGA 720.442.000 . 755.387.000
9 _jiBuL 720,442.000 40.383 760.825.000
10 ASAM 720.442.000 78911 _795.358.000 |
JUMLAH 7.204.420.000 419.726.000 7.624.146.000
u.—ul_lll_l.l.l.l
1 AGUNG 720.442.000 113,996 §34.438.000
2 |KARANG SARI 720,442.000 68.271 788,713.000
3 [KARANG MULYA 720442.000 ﬁ‘ 759.666.000




4_|SUMBER MULYA 720.442.000
ASRI 720.442.000

TEWA 720.442.000
720.442.000

r JAYA 720.442.000
10 PERSADA 720.442.000
11 [LUBAT MAKMUR. 720.442.000
A LT

Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tiga
Puluh Empat Ribu Ruplah,-

%/ BUPAfI MUARA ENIM,
Wt

r
MUZAKIR SAl SOHAR



